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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahiim.... 

dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang...... 

Allaahumma sholli alaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aalihi wasallim........ 

Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad yang tiada dapat 

membaca dan menulis (Ummiyyi) dan semoga keselamatan tercurah kepada 

segenap keluarganya. 

Alhamdu lillahi rabbil alamin........segala puji bagi Allah tuhan semesta 

alam...... Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah  subḥānahu wataʿālā karena atas 

izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah 

Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bangka.  

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, 

kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan 

perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang 

membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai 

masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.  

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat 

digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah di Kabupaten Bangka dan kami mohon maaf jika masih terjadi 

kesalahan dan kekurangan di dalamnya. 

Sungailiat, 
 
KEPALA BKPSDMD 
KABUPATEN BANGKA 
 
 
BAHARITA, SH.,MH 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 196305091985032005 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme birokrasi serta untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan 

salah satu isu krusial dalam agenda Reformasi Birokrasi di Indonesia. Perubahan 

lingkungan internal dan eksternal yang semakin dinamis telah menempatkan peran vital 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai human capital bagi keberlangsungan proses bisnis 

sektor publik pada jangka panjang. Oleh karena itu, konsep manajemen ASN sudah 

semestinya tidak hanya terfokus pada pengelolaan secara administratif saja namun lebih 

dari itu perlu melihat fungsi strategis ASN sebagai motor penggerak organisasi sektor 

publik.  

UU No 5 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa fungsi ASN adalah sebagai 

pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN 

memiliki peran yang sangat sentral untuk mengawal implementasi kebijakan prioritas di 

Indonesia. Oleh karena itu, ASN sudah seyogyanya untuk dikembangkan kompetensinya 

sehingga dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Diterbitkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen ASN merupakan tonggak penting dalam mewujudkan Aparatur Sipil 

Negara yang profesional. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Manajemen ASN 

diselenggarakan berdasarkan sistem merit yaitu mengedepankan kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 

warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum, atau kondisi 

kecacatan. Di sini terlihat jelas bahwa kompetensi memegang peranan penting dalam 

menentukan kualitas dan profesionalisme aparatur yang akan di tempatkan di organisasi 

pemerintah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, konsep kompetensi harus menjadi pilar utama 

dalam pengelolaan SDM aparatur. Dalam hal ini, kompetensi berkaitan dengan 

pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) serta perilaku (attitude) apa saja yang perlu 

dimiliki oleh aparatur disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Artinya, 

manajemen SDM di instansi pemerintah harus mengacu dan didasarkan kepada standar 
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kompetensi jabatan dan syarat jabatan yang ditetapkan. Pengelolaan SDM aparatur 

berbasis kompetensi ini tentunya harus diwujudkan dalam pelaksanaan seluruh fungsi 

manajemen SDM aparatur mulai dari perencanaan, rekruitment, penempatan, seleksi, 

pemberian tunjangan dan kompensasi, pengembangan dan pemberhentian. 

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme ASN tersebut, maka pengembangan 

kompetensi menjadi salah satu rangkaian penting dalam siklus pegawai ASN. ASN 

memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dalam 

mengembangkan kompetensi tersebut, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun 

rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja 

anggaran tahunan masing-masing. Lebih lanjut pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen PNS pasal 162 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan 

manajemen karir PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan sistem merit. Kemudian 

pada pasal 203 juga dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya 

untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan 

rencana pengembangan karier. Adapun pengembangan kompetensi bagi setiap PNS 

dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 

Sejalan dengan tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil 

dalam menangani tugas yang semakin kompleks telah mendorong inisiatif dan kemauan 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk meningkatkan 

kompetensinya yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah 

atau perguruan tinggi baik yang dibiayai pemerintah daerah maupun dengan biaya 

sendiri.  

Kualitas atau profesionalisme penyelenggaraan Tugas Belajar merupakan tuntutan 

yang harus segera direspon. Profesionalisme penyelenggaraan Tugas Belajar secara 

signifikan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya aparatur suatu instansi. Oleh 

karena itu, upaya-upaya konstruktif dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur harus 

dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan demikian, harapan 

akan tersedianya aparatur pemerintah yang profesional dapat tercapai. P 

Pemerintah Daerah kaupaten Bangka pada Tahun 2011 telah menerbitkan 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Tugas 

Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
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Bangka. Peraturan Daerah dimaksud dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya aparatur yang berwawasan dan memiliki kompetensi dibidangnya yang 

dilakukan melalui jalur pendidikan formal. Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan 

berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dapat diberikan 

Izin Belajar atau ditugaskan untuk mengikuti pendidikan tertentu. 

Seiring dengan perubahan dan perkembangan peraturan perundang-

undangan Manajemen ASN terutama kebijakan pengembangan kompetensi 

PNS yang salah satunya adalah pengembangan kompetensi melalui jalur 

pendidikan, maka perlu dilakukan penelitian atau pengkajian terhadap 

permasalahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun nanti diharapkan akan 

menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan 

penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur 

Pendidikan di Kabupaten Bangka serta dapat dilaksanakan secara selektif, objektif,  

efisien,  transparan, dan akuntabel.  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1) Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka masih relevan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia.  

2) Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam 

pengaturan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur 

Pendidikan serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?  

3) Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah 

tersebut?  

4) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 
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pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang 

Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan?  

5) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan 

arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang 

Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan?  

 

C. Maksud dan Tujuan  

Definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum 

dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam 

suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 

hukum masyarakat.  

Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik dimaksudkan untuk melakukan 

penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan 

tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Naskah 

Akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan serta dapat menjadi dasar bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bangka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam penyusunan 

dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang 

pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah 

Akademik ini sebagai berikut: 

1) Mengevaluasi kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 

2011 tentang tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia.  

2) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka 

dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi 

PNS melalui jalur pendidikan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.  

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 
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pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang 

pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.  

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangka tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.  

 

D. Metode Pendekatan 

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu 

kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang 

berbasiskan metode penelitian hukum, yang dilakukan melalui metode yuridis 

normative, yakni dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data 

sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil pengkajian, 

referensi serta berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis (Teori Kompetensi) 

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence yang artinya kecakapan, 

kemampuan dan wewenang (Scale dalam Sutrisno, 2010). Sedangkan secara etimologi, 

kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang 

pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran Mc. Clelland dalam Sedarmayanti (2010) 

yang menyatakan kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang dan 

berpengaruh langsung terhadap kinerja.  

Konsep kompetensi SDM awalnya diungkapkan dalam artikel penelitian oleh David 

C. McClelland dalam artikel jurnalnya (McClelland, 1973). Selanjutnya, konsep kompetensi 

terus diteliti dan diaplikasikan hingga berkembang seperti saat ini. Di Indonesia, konsep 

kompetensi juga mengalami evolusi, mulai dari aplikasi diranah pengelolaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) sektor swasta hingga sector pemerintah. Konsep kompetensi ini muncul 

karena kenyataan bahwa tes akademik dan inteligensi tidak mampu menjamin 

kesuksesan seseorang dalam bekerja, selain itu keduanya juga mengalami bias 

dikarenakan perbedaan ras, gender, dan status ekonomi (Spencer & Spencer, 1993). 

Bahkan lebih jauh lagi, McClelland menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak menjamin 

kesuksesan dalam bekerja (McClelland, 1973). 

Kompetensi didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Spencer dan Spencer 

menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang mampu 

memprediksi kinerja terukur yang bersifat efektif dan/atau superior dalam lingkup 

tempat kerja atau situasi lainnya (Spencer & Spencer, 1993). Selain di lingkup pekerjaan, 

kompetensi dapat pula diterapkan dalam konteks pendidikan.  

Penggunaan model kompetensi di bidang sumber daya manusia dapat 

diaplikasikan secara meluas pada proses-proses berikut ini (Lucia dan Lepsinger, 1999): 

1) Proses seleksi dan rekrutmen. 

Penggunaan model kompetensi akan memberikan gambaran yang lebih lengkap 

mengenai persyaratan jabatan sehingga dapat membuat proses wawancara 

menjadi lebih sistematis dalam mencari kandidat yang lebih tepat untuk 
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menempati suatu posisi tertentu. Hal ini juga akan membantu organisasi untuk 

meminimalisir investasi yang merugi pada pegawai yang tidak sesuai dengan 

persyaratan yang diberikan. 

2) Pelatihan dan pengembangan. 

Penerapan model kompetensi dapat memberikan gambaran kepada pegawai 

mengenai area kekuatan dan area pengembangan dari diri mereka sehingga proses 

pelatihan dan pengembangan akan lebih terfokus. 

3) Penilaian kinerja 

Pengimplementasian model kompetensi dapat memberikan acuan mengenai hal 

apa saja yang menjadi indikator suatu pekerjaan ataupun jabatan sehingga akan 

mempermudah untuk pengevaluasian pekerjaan. 

4) Perencanaan karier 

Penggunaan model kompetensi dapat memberikan gambaran mengenai syarat 

jabatan tertentu sehingga mempermudah untuk mengukur kesesuaian kandidat 

atas jabatan yang akan dipegangnya. 

 

Hal ini akan memudahkan organisasi untuk membandingkan para kandidat dan 

memilih calon yang paling sesuai dengan syarat jabatan yang dimaksud. Selain itu, 

organisasi juga dapat melihat area mana dari kandidat yang harus dikembangkan lebih 

lanjut agar bias menempati jabatan yang dimaksud. Untuk perencanaan karier ini, 

organisasi biasanya mempergunakan model kompetensi dalam proses assessment center. 

Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi termasuk pada tahap 

strategies human resources management. Kehadiran manajemen sumber daya manusia 

berbasis kompetensi tidak lepas dari upaya organisasi untuk menghadapi tantangan 

global. Secara sederhana, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi 

merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia suatu organisasi 

dengan menempatkan kompetensi sebagai titik sentralnya. Kompetensi mempengaruhi 

dan terintegrasi ke dalam seluruh proses dan fungsi manajemen sumber daya. Misalnya 

proses rekrutmen pegawai melihat dan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki 

oleh calon pegawai yang bersangkutan. Apakah calon pegawai yang bersangkutan 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaaan/jabatan yang akan didudukinya. 
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Kompetensi yang dimiliki individu memiliki peran penting dalam manajemen 

sumber daya manusia berbasis kompetensi. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa 

potensi dan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia merupakan aset paling 

penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pendekatan berbasis 

kompetensi ini akan meminimalisir pengaruh suku, agama, usia, jenis kelamin ataupun 

bentuk diskriminasi lain dalam praktek manajemen sumber daya manusia di organisasi. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang 

memadai wajib dimiliki oleh pegawai untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dalam bidang 

kerja tertentu. Kompetensi mempunyai peranan yang amat penting, karena kompetensi 

pada umumnya menyangkut kemampuan dasar seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Tanpa adanya kompetensi maka seseorang akan sulit menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. 

 

B. Strategi Pengembangan Kompetensi ASN 

Organisasi yang memandang sumber daya sebagai “capital” akan menaruh 

perhatian yang serius dalam pengembangan kompetensi secara periodik. Pelatihan 

penting tidak saja bagi pegawai yang kurang berkinerja tetapi juga bagi pegawai yang 

berkinerja. Mondy and Noe (1990:270) mengatakan bahwa pengembangan sumber daya 

manusia adalah direncanakan dan merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh 

manajemen untuk meningkatkan tingkat kompetensi dan kinerja organisasi melalui 

pelatihan, pendidikan, dan program-program pengembangan. Lebih lanjut, Garavan 

(2007: 25) mendefinisikan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai sesuatu 

yang koheren, terhubungan secara vertikal dan terintegrasi secara horizontal sebagai 

seperangkat aktivitas pembelajaran dan pengembangan yang berkontribusi terhadap 

pencapaian tujuan-tujuan stratejik. 

Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan dan juga pendidikan. 

Sifatnya ada yang di dalam kelas dan di luar kelas. Training/ pelatihan merupakan proses 

dimana orang-orang mendapatkan kemampuan yang dapat membantu pencapaian tujuan 

organisasi (Mathis, Robert L; Jackson, John H, 2004: Hal. 217). 

Pelatihan harus dikaitkan dengan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini terjadi 

secara sangat efektif ketika pendekatan konsultasi kinerja digunakan. Konsultasi kinerja 
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merupakan proses dimana pelatih (baik internal ataupun eksternal bagi organisasi) dan 

klien organisasi bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kinerja tempat kerja sebagai 

bentuk dukungan terhadap tujuan bisnis (Mathis, Robert L; Jackson, John H, 2004: Hal. 

218). 

Menurut Spencer and Spencer (2007:93), kompetensi dapat dibagi atas 2 (dua) 

kategori yaitu “threshold competencies” dan “differentiating compentencies”. Threshold 

competencies adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat 

melaksanakan pekerjaannya. Tetapi tidak untuk membedakan seorang yang berkinerja 

tinggi dan ratarata. Sedangkan differentiating competencies adalah faktor-faktor yang 

membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. 

Pengembangan kompetensi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan serta kematangan berpikir yang otomatis 

dibarengi dengan perubahan moral dan perilaku dalam melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan, salah satunya yakni melalui program pendidikan dan 

pelatihan. Menurut Smith (2000:2) training is a planned process to modify attitude, 

knowledge, skill behavior through learning experience to achieve effective performance in 

activity or range of activities. Pelatihan merupakan proses terencana untuk mengubah 

sikap/prilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar untuk 

mencapai kinerja yang efektif dalam sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan. 

Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontribusi pada peningkatan 

produktivitas, efektitas dan efisiensi organisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 

harus diberikan secara berkala agar setiap pegawai terpelihara kompetensinya untuk 

peningkatan kinerja organisasi. Melalui pelatihan dilakukan segenap upaya dalam rangka 

meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang didudukinya sekarang. Pelatihan 

diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas mereka 

saat ini secara lebih baik. 

Thoha (2005) mengemukakan: “Dasar pertimbangan instansi dalam 

melaksanakan diklat untuk para pegawainya adalah pembinaan dan pengembangan 

karier pegawai yang bersangkutan, kepentingan promosi, tersedianya anggaran dan 

syarat-syarat pegawai yang mengikuti diklat. Untuk pemilihan pegawai yang 

diikutsertakan dalam diklat didasarkan pada kebutuhan organisasi, alasan peningkatan 
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kinerja, kemampuan dan keterampilan pegawai, kepangkatan.” 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak 

dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi 

tersebut diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Pada masa orientasi atau 

percobaan Pegawai Negeri Sipil, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk 

membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan 

kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang. 

Untuk mengembangan kompetensi ASN setiap instansi  pemerintah wajib 

menyusun rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan 

dalam rangka pengembangan karier khususnya PNS. Pengembangan karier PNS nantinya 

harus mempertimbangkan kompetensi: 

Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis 

fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis. 

Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau 

manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.  

Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan 

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan 

kebangsaan. 

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, dapat dilakukan dengan off 

the job training yaitu pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan 

kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi 

dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Pengembangan 

kompetensi ASN dapat juga dilakukan dengan on the job training, yakni pendekatan 

pelatihan yang diberikan ditempat kerja dengan melakukan pembimbingan, praktek kerja 

di intansi lain atau melalui pertukaran antara PNS dan pegawai swasta. 

Pengembangan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoretis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan 

melalui pendidikan dan latihan (Hasibuan 2000:69). Pengembangan pegawai adalah 
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setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang 

akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah 

kecakapan. 

Setiap usaha untuk mengubah perilaku orang terdiri dari pengetahuan, kecakapan dan 

sikap (Moekijat, 1991:8). Robert L. Mantis (dalam Moenir, 1992:160) mengatakan 

pengembangan pegawai sebagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kecakapan 

pegawai guna pertumbuhan yang  berkesinambungan di dalam organisasi. Pengembangan 

pegawai adalah suatu usaha yang ditujukan untuk memajukan pegawai dalam hal karier, 

pengetahuan maupun kemampuan. 

Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia 

pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, terampil, mandiri dan memiliki rasa 

kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta 

berorientasi pada masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. 

Peningkatan kualitas sumber daya yang dimaksudkan di atas diselaraskan dengan 

persyaratan keterampilan, keahlian dan profesi yang dibutuhkan semua sektor 

pembangunan (Kartasasmita, 1995:5). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

merupakan usaha untuk memperbaiki kualitas yang lebih baik dalam rangka mencapai 

tujuan yang diharapkan. Dalam pengembangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

baik secara makro maupun mikro. Secara makro pengembangan dapat dilakukan melalui 

pendidikan yang sifatnya untuk meningkatkan pengetahuan konsepsional dan teoritis. 

Sedangkan secara mikro dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang sifatnya 

untuk menambah keterampilan dan keahlian. 

 

C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan  

Norma. 

Kebaruan gagasan pasca lahirnya UU ASN yang secara mendasar berbeda dengan 

praktik pengembangan kompetensi PNS sebelumnya adalah dalam penentuan rencana 

dan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS. PP Nomor 11 Tahun 2017 secara tegas 

menyebutkan bahwa penentuan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi 

harus didasarkan pada hasil analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan 
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kinerja. Analisis kesenjangan kompetensi didapatkan dari membandingkan antara profil 

kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan. Profil kompetensi pegawai 

tersebut didapatkan dari hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh assessor internal 

pemerintah atau bekerjasama dengan assessor independen. Hal tersebut tercantum 

dalam PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 171 ayat (2) dan (3). Sedangkan analisis 

kesenjangan kinerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil penilaian kinerja PNS 

dengan target kinerja PNS dalam jabatan; 

Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 merupakan kebijaka teknis tentang 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi PNS. Adapun 

peratuan ini digunakan sebagai pedoman bagi PPK untuk melaksanakan pengembangan 

kompetensi PNS tingkat instansi dan LAN, Instansi Teknis dan Instansi Pembina JF untuk 

menyelenggarakan pengembangan kompetensi tingkat nasional. Menurut Peraturan LAN 

No. 10 Tahun 2018, pengembangan kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan 

kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana 

pengembangan karier. Pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan melalui 

tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan 

kompetensi. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti 

pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian 

kompetensi PNS yang bersangkutan dan dilakukan paling sedikit 20 JP dalam 1 tahun.  

Pasal 25 Peraturan LAN 10 Tahun 2018 disebutkan bahwa bentuk pengembangan 

kompetensi terdiri dari pendidikan dan atau pelatihan, dan pada pasal 26 dinyatakan 

bahwa pengembangan kompetensi dari jalur pendidikan dilakukan dengan pemberian 

tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Berdasarkan Hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara 

terhadap UU ASN dan UU Manajemen PNS menunjukkan bahwa ada beberapa prasyarat 

yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS. 

Setiap instansi pemerintah harus memiliki dokumen rencana strategis organisasi 

(Renstra), standar kompetensi jabatan, hasil penilain kompetensi, hasil analisis 

kesenjangan kompetensi, hasil penilaian kinerja, hasil analisis kesenjangan kinerja, profil 

pegawai (memuat jabatan, umur, tingkat pendidikan, serta riwayat pengembangan 
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kompetensi), serta anggaran. Beberapa dokumen prasyarat tersebut sangat penting 

dalam pengembangan kompetensi PNS guna memastikan agar program pengembangan 

kompetensi dapat sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi(Lembaga 

Administrasi Negara, 2017 

 

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada,        Serta 
Permasalahan yang Dihadapi. 

 

Visi dan Misi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi dan misi 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan ketika 

pemilihan Kepala Daerah. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih Kabupaten  Bangka Tahun 2019-2023 menggambarkan cita-

cita atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pada akhir periode 

perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan Kabupaten 

Bangka dalam RPJMD tahun 2019-2023 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih adalah: “BANGKA SETARA”. Bangka Setara tersebut terdiri 

dari 2 (dua) kata kunci yaitu Bangka dan Setara. Kata Bangka merefleksikan 

seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsure masyarakat, 

pengusaha, dan pemerintahan daerah. Kata Setara adalah akronim dari 

Sejahtera dan Mulia. Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat 

Kabupaten Bangka yang terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual yang 

ditunjukkan oleh Pertumbuhan Ekonomi tinggi, Meratanya Tingkat 

Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan 

antar Wilayah. Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang  

Memiliki  Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi 

karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan 

Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki  Kemampuan dan 

Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam 

Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan 

Mandiri. 

Orientasi pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka 
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tahun 2019-2023 ditujukan pada penyiapan SDM yang berkualitas, berdaya 

saing dan berakhlak mulia untuk membangun daerah secara merata dan 

berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka 

yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi “Bangka Setara”, maka 

diupayakan melalui 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 

2019-2023, yaitu: 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis 

teknologi informasi. 

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. 

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah. 

4. Mewujudkan gerbangkota dan pariwisata berskala internasional. 

5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan 

berkelanjutan. 

 

E. Kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
 
1. Kualifikasi Pendidikan PNS 

Jumlah PNS Kabupaten Bangka sampai dengan bulan Oktober 2022 sebanyak 3,653 orang. 

Kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) mendominasi tingkat pendidikan PNS Kabupaten 

Bangka sebesar 62,9 %, D3 14,8 %, SMA 12,7 %.  PNS Kabupaten Bangka yang 

berpendidikan Strata dua (S2) hanya berjumlah 188 orang (5,1 %).  Jika dilihat dari tabel 

dibawah, bahwa lebih dari separuh jumlah PNS Kabupaten Bangka telah memiliki tingkat 

kualifikasi pendidikan S1, sedangkan untuk jenjang S2 dan S3 masih sangat sedikit 

jumlahnya.   

 
Tabel 1. 

Tingkat Kualifikasi Pendidikan PNS Kab Bangka 
PENDIDIKAN SD SMP SMA D1 D2 D3 DIV S1 S2 S3 

JUMLAH 7 15 464 17 74 541 46 2298 188 3 

Sumber : BKPSDMD Kab Bangka, Oktober 2022 
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2. Indeks Profesionalisme ASN  

Tingkat kualifikasi pendidikan ASN juga mempengaruhi terhadap pengukuran Indeks 

Profesionalitas ASN. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pengukuran IP ASN dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengukuran IP ASN disebutkan bahwa, kualifikasi pendidian 

formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai dengan jenjang paling rendah digunakan 

untuk mengukur Dimensi Kualifikasi dengan bobot nilai yang diperhitungkan sebesar 25 

%. Hasil penilaian IP ASN tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BKN, Pemerintah Kabupaten 

Bangka  mendapatkan nilai 44,61 dengan kategori Sangat Rendah.  

Tabel 2. 
Penilaian IP ASN Kab. Bangka Tahun 2021 

DIMENSI Kualifikasi Kompetensi Kinerja Disiplin 

NILAI 12,70 8,70 18,21 5 

Sumber : Surat BKN 870/B-BM.02.01/SD/C/2022 , 13 Januri 2022 

 

Berdasarkan uraian pada table 1 dan table 2 di atas, bahwa peningkatan kualifikasi 

pendidikan terutama dari jenjang S1 ke jenjang S2  perlu ditingkatkan dalam rangka untuk 

menaikan nilai IP ASN dari aspek dimensi kualifikasi, sehingga Pemerintah Daerah perlu 

mendorong PNS untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui jalur 

pendidikan tugas belajar/tugas belajar mandiri. 

 

3. Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Tugas Belajar  

Dokumen Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang telah 

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan salah satu dasar dalam 

penetapan dan penugasan seorang PNS dapat mengikuti Tugas Belajar atau Tugas Belajar 

Mandiri. Namun dokumen Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan 

kompetensi PNS sering tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Hal ini menyebabkan 

terkendalanya dalam memproses penetapan tugas belajar/tugas belajar mandiri dan juga 

menyebabkan ketidakakuratan dalam menyusun rencana biaya dan anggaran biaya 

pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. 

Data tiga tahun terahir (2020 s.d. 2022) Pemerintah Kabupaten Bangka telah 

menetapkan PNS Tugas Belajar sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jenjang 
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program studi mulai dari S1, S2 dan dokter spesialis. Sebanyak 19 (sembilan belas) PNS 

Kabupaten Bangka tersebut melaksanakan tugas belajar di luar daerah Bangka Belitung. 

Minimnya PNS Kabupaten Bangka yang ditetapkan sebagai PNS tugas Belajar dikarenakan 

terbatasnya anggaran yang ada pada Pemerintah kabupaten Bangka. Keterbatasan 

anggaran dalam pembiayaan PNS Tugas Belajar merupakan salah satu alasan masih 

minimnya jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar.  

 
Tabel 3. 

Jumlah PNS Tugas Belajar 
Tahun Prodi S1 Prodi S2 Dokter 

Spesialis 
Prodi 

S3 
2022 2 1 4 - 

2021 - 1 - - 

2020 7 1 3 - 

 

Tabel 4. 
Anggaran Biaya Tugas Belajar 

Tahun Jumlah Anggaran 

2022 Rp. 516.822.800,- 

2021 Rp. 370.996.000,- 

2020 Rp. 180.690.000,- 

 

Tugas Belajar Mandiri merupakan tugas belajar dengan biaya sendiri (swadana) 

dapat dilakukan baik di dalam daerah maupun di luar daerah Bangka Belitung. Dengan 

anggaran tugas belajar yang terbatas, PNS dapat mengikuti pendidikan formal baik di 

dalam daerah maupun di luar daerah Bangka Belitung dengan status sebagai PNS Tugas 

Belajar Mandiri. Untuk ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri, PNS 

yang bersangkutan harus memenuhi  ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

 

F. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur 
dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat. 

 

UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Manajemen PNS Nomor 11 Tahun 2017 

menawarkan sebuah kebaruan pemikiran dalam konteks pengembangan kompetensi. 
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Kebaruan pemikiran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian hak bagi setiap PNS dalam pengembangan kompetensi. Pasal 70 ayat (1) 

UU ASN menyebutkan bahwa setiap ASN termasuk didalamnya PNS mendapatkan 

hak dan kesempatan untuk dikembangkan kompetensinya. Lebih lanjut lagi, PP No 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS memberikan hak bagi setiap PNS untuk 

dikembangkan kompetensinya minimal 20 Jam Pelajaran tiap tahunnya; 

2. Kewajiban menyusun perencanaan pengembangan kompetensi PNS bagi seluruh 

instansi pemerintah pusat dan daerah. UU ASN pasal 70 ayat (3) menyebutkan 

bahwa pengembangan kompetensi PNS harus tertuang dalam dokumen rencana 

tahunan dan masuk dalam anggaran tahunan instansi. Tahapan utama dalam 

penyusunan rencana tahunan pengembangan kompetensi PNS adalah:  

a) Inventarisasi jenis kompetensi yang akan dikembangkan untuk setiap PNS, dan  

b) penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS; 

c) Pengembangan kompetensi didasarkan pada kesenjangan kompetensi dan 

kesenjangan kinerja.  

3. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan 

tinggi harus memenuhi persyaratan: 

1) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi; 

2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi; 

3) memiliki akreditasi paling kurang: 

a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi 

perguruan tinggi dalam negeri; atau 

b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi 

perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B 

atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan 

c) diakui oleh kemen terian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan 

tinggi luar negeri. 
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BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 
 

Kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka 
 

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang 

penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan 

perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam 

hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini 

sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras 

baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) 

maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum 

nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian 

hukum ditengah masyarakat.  

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum 

diantaranya asas hukum “lex superiori derogat legi inferiori” hukum/peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tinggkatan 

yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak 

dalam proses perencanaanya.  

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang 

harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan 

secara efektif dalam masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu 

proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat 

menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan 

berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan 

naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya 
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bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan 

dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas 

(legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.  

Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan 

diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Tugas Belajar bagi 

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka harus dikaji dan disesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan masih berlaku. 

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 

yang dimasksud dengan izin belajar adalah izin  yang  diberikan  pejabat  berwenang  

kepada  PNS  untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan 

tugas kedinasan sehari-hari. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

PNS tidak ditemukan istilah izin belajar yang ada hanya istilah tugas belajar.  Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 

tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan 

menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat diakukan 

dengan biaya mandiri. Pelaksanaan dan ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya 

mandiri berlaku sama dengan ketentuan tugas belajar dengan biaya dari pemerintah.  

Berdasarkan uraian diatas, bahwa istilah izin belajar sudah berganti menjadi tugas 

belajar dengan biaya mandiri. Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya 

mandiri diberikan hak dan kwajiban yang sama dengan PNS yang melaksanakan tugas 

belajar dengan biaya Pemerintah.  Oleh karena itu frase Izin Belajar dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar 

bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sudah tidak sesuai dengan frase 

pada peraturan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan/diganti.  

Dalam ketentuan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) disebutkan 

bahwa :  

“Pokok Pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang 

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis”.  

-  Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi 

suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila 

dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

-  Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan dalam berbagai aspek.  

-  Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan 

aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

 

Konsideran Menimbang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bangka berbunyi sebagai berikut : 

a.  bahwa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang berwawasan dan 

memiliki kompetensi di bidangnya, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal; 

b.   bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk   

meningkatkan   kemampuan   dan   keterampilannya   dapat diberikan  Izin Belajar  

atau  ditugaskan  untuk  mengikuti  pendidikan tertentu; 

c.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, dan 

huruf b, perlu diatur mengenai Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri 
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Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; 

 

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa konsideran menimbang Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar 

Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka hanya memiliki 

unsur sosiologis  yang menggambarkan kebutuhan masyarakat (PNS) dalam hal 

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawsan dan memiliki kompetensi 

dibidangnya. Namun demikian perlu dirumuskan ulang kembali redaksinya  agar 

berkesesuaian dengan peraturan yang ada saat ini.  Unsur filosofis, sosiologis dan yuridis 

sebagai dasar pertimbangan dan alasan pembentukannya perlu disusun kembali yang 

penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.  

Beberapa dasar hukum yang digunakan atau dicantumkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar 

Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang sudah tidak 

berlaku/dicabut  : 

 

No Dasar Hukum yang sduah dicabut/tidak 

berlaku 

Keterangan 

1. Undang–Undang   Nomor   8   Tahun   1974   

tentang   Pokok-pokok Kepegawaian   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun  1999  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3890); 

Sudah dicabut dan 

diganti dengan UU 5 

Tahun 2014 tentang 

ASN 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  

Dinyatakan tidak 

berlaku semenjak di 
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dalam Jabatan Struktural  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4194) 

terbitkannya PP 

11/2017 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 

2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019) 

 

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000  

tentang  Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4193) 

 

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  

tentang  Wewenang Pengangkatan, Pemindahan  

dan  Pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun  2009  (Lembaran Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 164) 

 

Dari matrik perbandingan dasar hukum mengingat yang dicantumkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan 

Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, 

dapat diketahui bahwa beberapa dasar hukum mengingat telah diubah dan beberapa 

diantaranya dinyatakan tidak berlaku dan sudah diganti dengan peraturan perundang-

undangan yang baru.  

Selain itu ada beberapa peraturan yang lebih tinggi yang baru terbit setelah 

ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin 

Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangka, sehingga perlu adanya pembaharuan dan penyesuaian peraturan yang 

dicantumkan pada Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun. Beberapa peraturan 

yang perlu dicantumkan dalam  Rancangan Peraturan Daerah dimaksud yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor  30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6340); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

4.  Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar 

dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, 

terdiri dari 25 Bab dan 34 Pasal. Beberapa Bab dan Pasal dalam Peraturan Daerah ini yang 

sudah tidak sesuai dan perlu dikaji dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi 

No Materi Muatan 
Perda Nomor 11 Tahun 2011 

Ketentuan yang berlaku 
saat ini 

 
 BAB 1  

Ketentuan 
Umum 
Pasal 1  
Angka 
8,10,12 

Izin  Belajar  adalah  izin  yang  
diberikan  pejabat  berwenang  kepada  
PNS  untuk mengikuti pendidikan 
dengan biaya sendiri dan tidak 
meninggalkan tugas kedinasan sehari-
hari 

Tidak ada istilah izin 
belajar baik dalam UU 
5/2014 dan PP 11/2017 
 
Catataan : 
Dari jumlah 34 pasal 
sebanyak 24 pasal 
mencantumkan istilah 
izin belajar 
 

  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  
selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  
PNS  sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999. 

Tidak sesuai dengan UU 
5/2014  

  Jabatan  Struktural  adalah  suatu  
kedudukan  yang  menunjukkan  tugas,  
tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang PNS dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi 
Negara. 

Tidak sesuai dengan PP 
11/2017 

 BAB II 
Maksud, 
Tujuan dan 
Ruang 
Lingkup 
Pasal 2 

Maksud pemberian Tugas Belajar dan 
Izin Belajar adalah memberikan 
kesempatan kepada PNS untuk 
mengikuti pendidikan yang lebih tinggi 
agar mampu memberikan pelayanan 
yang lebih baik kepada masyarakat 

PP 11/2017 
Maksud Pemberian tugas 
belajar  
diberikan dalam rangka 
memenuhi 
kebutuhan standar 
kompetensi Jabatan dan 
pengembangan karier. 

 Bab III 
Perencanaan 
Pasal 5 

Penyusunan rencana kebutuhan izin 
belajar dan tugas belajar dimaksudkan 
untuk memenuhi kebutuhan PNS yang 
memiliki pengetahuan, kemampuan, 
keterampilan, serta sikap dan 

 
Perka LAN 10/2018 
 
penyusunan Kebutuhan 
dan Rencana 
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kepribadian profesional sebagai salah 
satu persyaratan dalam melaksanakan 
tugas penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan. 
 

Pengembangan 
Kompetensi 
a. inventarisasi jenis 
Kompetensi yang perlu 
dikembangkan dari 
setiap PNS; 
b. verifikasi rencana 
Pengembangan 
Kompetensi; 
dan 
c. validasi kebutuhan dan 
rencana Pengembangan 
Kompetensi. 

  Rencana kebutuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh masing-masing 
Kepala SKPD  yang dikoordinasikan 
dengan Sekretariat Daerah c.q. Kepala 
Instansi 

Kebutuhan dan Rencana 
pengembangan 
kompetensi ditetapkan 
oleh PPK. 
 
Dalam melaksanakan 
verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1), PyB membentuk 
tim yang terdiri atas: 
a. unit kerja yang 
memiliki tugas di bidang 
perencanaan, keuangan, 
dan sumber daya 
manusia; dan 
b. unsur pimpinan unit 
organisasi perangkat 
daerah 
pada instansi daerah. 

 BAB VIII 
Pasal 18 

Status sekolah/lembaga/perguruan 
tinggi yang dituju/diikuti oleh PNS 
Izin Belajar dan Tugas Belajar harus 
terakreditasi dan/atau telah mendapat 
izin penyelenggaraan dari Menteri 
yang bertanggungjawab di bidang 
pendidikan nasional atau pejabat lain 
yang berwenang menyelenggarakan 
pendidikan berdasarkan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 
 

 
Program studi yang 
dipilih dalam 
penyelenggaraan tugas 
belajar di 
perguruan tinggi harus 
memenuhi persyaratan: 
1) sesuai perencanaan 
kebutuhan tugas belajar 
instansi; 
2) penyelenggaraannya 
dalam jenis akademik, 
vokasi, atau profesi; 
3) memiliki akreditasi 
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paling kurang: 
a) B atau baik sekali dari 
lembaga yang berwenang 
bagi program 
studi perguruan tinggi 
dalam negeri; atau 
b) C atau baik dari 
lembaga yang berwenang 
bagi program studi 
perguruan tinggi dalam 
negeri yang belum 
memiliki akreditasi 
B atau baik sekali atas 
persetujuan Menteri; 
dan 
4) diakui oleh kemen 
terian yang 
menyelenggarakan 
urusan 
pemerintahan di bidang 
pendidikan bagi program 
studi perguruan 
tinggi luar negeri. 

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 berdasarkan 

evaluasi yang kami lakukan sebagian besar isinya sudah tidak sesuai  dengan ketentuan 

yang berlaku saat ini. Oleh karena itu diperlukan adanya penggantian peraturan daerah 

dimaksud. 
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BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

Landasan hukum dalam pembuatan Naskah Akademik yang mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398) yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan 

Yuridis. Tiga dasar hukum inilah yang melandasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangka tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  

 

A. LANDASAN FILOSOFIS  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan 

alinea ke -4, menyebutkan :  

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pardaimaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbetuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :....”  

Dapat diketahui bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara 

Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konotasi 

“mencerdaskan kehidupan bangsa” menggambarkan sebuah cita-cita serta harapan 

negara dalam upaya mendistribusikan pendidikan ke seluruh rakyat Indonesia agar 

tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang hikmat dalam kecerdasan.  
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B. LANDASAN SOSIOLOGIS  

Landasan sosiologis menggambarkan pertimbangan penyusunan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan realitas kehidupan masyarakat meliputi 

permasalahan yang dihadapi masyarakat, kebutuhan masyarakat, aspek-aspek terkait 

dengan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.  

Uraian dalam landasan sosiologis ini mempertimbangkan fakta-fakta bahwa 

terkait dengan kualifikasi pendidikan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka 

masih perlu ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka 

meningkatkan Indeks Profesionalitas PNS di lingkungan Pemerintah  Kabupaten yang 

masih sangat rendah. Namun demikian dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi 

melalui jalur pendidikan harus berdasarkan kebutuhan dari organisasi sehingga 

kompetensi dari PNS dapat menunjang kinerja organisasi.    

Sesuai Pasal 21, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak seorang PNS, lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pasal 203 

ayat (4) menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan 

paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan 

Kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pengembangan kompentensi adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. 

Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan 

didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja  dengan baik dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya selama kariernya. Persiapan karir jangka panjang dari 

seorang pegawai untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan 

pengembangan pegawai. Jadi pengembangan pegawai adalah merupakan kegiatan dalam  

rangka  mempersiapkan  para pegawai untuk kemajuan dikemudian hari, di mana 

kegiatan pengembangan juga menjamin pegawai memenuhi syarat untuk posisi yang 

mereka cita-citakan. Pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan 

dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang 
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diprasyaratkan sehingga selaras dengan tujuan organisasi agar dapat tercapai 

sebagaimana yang direncanakan. 

Dalam tahap  pengembangan  pegawai  terdapat  dua  aspek  kegiatan penting yang 

tidak dapat dipisahkan  satu  sama  lain,  yakni kegiatan pelatihan  dan kegiatan 

pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan 

untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki pegawai agar dapat digunakan secara 

efektif. Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal pengembangan pegawai yaitu dengan 

diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama 

pegawai tersebut berada di dalam organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  

2014  tentang Aparatur Sipil Negara bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses 

pendidikan dan pelatihan. 

Dalam merencanakan pengembangan pegawai, perlu adanya koordinasi  yang 

cukup  baik  antara  setiap  unit  kerja  yang  ada  di  dalam  organisasi dengan bagian 

kepegawaian. Hal ini penting mengingat setiap unit kerja lebih mengetahui kebutuhan  

pengembangan  kompetensi  pegawai  yang  berada  di unit  kerja  tersebut.  Bagian  

kepegawaian  harus   dapat   melakukan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai 

agar organisasi memiliki ketersediaaan pegawai yang dapat melaksanakan tugas dan 

fungsi organisasi. 

Dengan pengembangan yang terencana maka organisasi memiliki pegawai yang 

siap pakai pada saat dibutuhkan untuk suatu posisi, jabatan atau tugas tertentu. Oleh 

karena itu, bagian kepegawaian berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas 

pengembangan pegawai. Salah satu bentuk pengembangan tersebut berhubungan dengan 

peningkatan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku bagi pegawai 

di setiap unit kerja. 

 

C. LANDASAN YURIDIS  

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini artinya negara 

diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (rechstaat), 

tidak atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Termasuk dalam hal penyusunan 

peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan hieraki peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).  

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis 

adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum 

sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis 

yuridis. 

Secara yuridis landasan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Perda ini 

adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah 

Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian 

Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D); 
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BAB V 
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN PERATURAN DAERAH 
 

A. Jangkauan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat menjadi acuan 

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sebagai landasan hukum untuk Pemberian 

Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. 

Selain sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mewujudkan pemenuhan 

kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana 

pengembangan karier,  pengembangan kompetensi PNS diharapkan dapat mewujudkan 

profesionalisme birokrasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani. 

 

B. Arah Pengaturan 

Untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan 

dalam bentuk pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bangka, arah pengaturannya berdasaran UU Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara dan Perauran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS sebagaiman tlah diubah dengan Peraturan pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tetang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS serta 

memperhatikan Surat edaran Mentri PAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Pengembangan Komoetensi Bagi PNS melalui Jalur Pendidikan. Arah Pengaturan 

dimaksud memuat persyaratan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan 

persyaratan program studi, pendanaan tugas belajar, jangka waktu tugas belajar, 

perpanjangan tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan, kedudukan, hak dan 

kewajiban PNS yang melaksanakan tugas belajar, pembatalan dan pengehntian 

tugas belajar, pemantauan dan evaluasi serta ketentuan lain yang terkait 

pengembangan kompetensi melalaui jalur pendidikan.  
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C. Ruang Lingkup Materi Muatan Paraturan Daerah 

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bangka mencakup : 

a. Bab I Ketentuan Umum 

b. Bab II Maksud dan Tujuan 

c. Bab III Ruang Lingkup 

d. Bab IV Syarat Tugas Belajar 

e. Bab V Penyelenggaran Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi 

Pendidikan 

f. Bab VI Pendanaan Tugas Belajar 

g. Bab VII Jangka Waktu Tugas Belajar 

h. Bab VIII Perpanjangan Tugas Belajar 

i. Bab IX Tugas Belajar Berkelanjutan 

j. Bab X Kedudukan 

k. Bab XI Hak dan Kewajiban PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar 

l. Bab XII Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar 

m. Bab XIII Sanksi 

n. Bab XIV Pemantauan dan Evaluasi 

o. Bab XV Ketentuan Lain 

p. Bab XVI Penutup 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian sebagaiman tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka setelah dilakukan 

evaluasi dan analisis Peraturan  Perundang-udangan terkait baik dalam hal dasar 

hukum dan muatan materi, bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud saat ini 

tidak sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku. 

2.  Bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Tugas 

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, perlu 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

B. Saran 

Sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar 

dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangka, perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Tugas Belajar 

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru sebagi dasar dan pedoman 

penyusunannya. Selanjutnya agar kiranya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat 

segera dibahas dengan stakeholder terkait.  

 
Sungailiat, 
 
KEPALA BKPSDMD 
KABUPATEN BANGKA 
 
 
 
BAHARITA, SH.,MH 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 196305091985032005 
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398)  

2. UU Nomor 5 Than 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477) 

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Pengembangan Kompetensi PNS 


